ABSTRAK

Salah satu bentuk kegiatan usaha yang dilarang dalam hukum persaingan usaha
adalah praktek monopoli yang merupakan bentuk penguasaan pasar. Salah satu
kasus praktek monopoli adalah terkait pelayanan jasa ekspor benih lobster yang
melibatkan perusahaan freight forwarder PT. ACK. Penelitian ini bertujuan untuk
melakukan kajian terhadap peran pemerintah dalam mencegah terjadinya praktek
monopoli serta tanggungjawab perusahaan freight forwarder yang melakukan
praktek monopoli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis
normatif yakni melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan
dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan belum maksimalnya peran pemerintah
yaini KPPU dalam melakukan pencegahan monopoli ekspor benih lobster yang
mana hal ini terlihat dari keterlambatan KPPU menyadari adanya praktek monopoli
yang dilakukan oleh perusahaan freight forwarder. KPPU telah melakukan kajian
dengan beberapa pihak terkait ekspor benih lobster dan tidak menemukan adanya
peraturan yang menunjuk hanya satu perusahaan saja yang dapat melakukan ekspor.
Namun, faktanya di lapangan hanya PT. ACK yang dapat melakukan ekspor.
Perusahaan yang melakukan praktek monopoli telah dinyatakan bersalah
melanggar Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Nomor
04/KPPU-1/2021 dan menanggung tanggung jawab penghentian kegiatan usahanya
serta perampasan harta untuk negara.
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ABSTRACT

One form of business activity that is prohibited in business competition law is
monopoly practice which is a form of market control. One of the cases of
monopolistic practice is related to lobster seed export services involving the freight
forwarder company PT. Aero Citra Kargo. This study aims to examine the
government's role in preventing monopolistic practices and the responsibilities of
freight forwarder companies that carry out these monopolistic practices. This
research uses normative juridical research methods. namely through a literature
study with a statutory and case approach. The results of this study indicate that the
government's role, namely the KPPU, has not been maximized in preventing
monopoly on the export of lobster seeds, which can be seen from the KPPU's delay
in realizing the existence of monopolistic practices carried out by freight forwarder
companies. KPPU has conducted studies with several parties related to the export
of lobster seeds and did not find any regulations that designate only one company
that can export. However, the fact is that only PT. ACK can perform exports.
Companies that carry out monopolistic practices have been found guilty of violating
Article 17 of Law Number 5 of 1999 in the KPPU decision Number 04/KPPU-
1/2021 and are responsible for stopping their business activities and confiscating
assets for the state.
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